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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada 

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Bā’ B Be ب

 Tā’ T Te ت

 Ṡā’ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 Ḥā’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khā’ Kh ka dan ha خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Rā’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy es dan ye ش

 ṣād ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍād ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭā’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓȧ’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 fā’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em م

 Nūn N En ن
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 Wāw W W و

 hā’ H Ha هـ

 hamzah ` Apostrof ء

 yā’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 مـتعدّدة

 عدّة

Ditulis 

Ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 

C. Tā’ marbūṭah 

Semua tā’ marbūtah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada 

di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak 

diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, 

zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya. 

 حكمة

 علّـة

 كرامةالأولياء

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ḥikmah 

‘illah 

karāmah al-auliyā’ 

 

D. Vokal Pendek dan Penerapannya 

----  َ --- 

----  َ --- 

----  َ --- 

Fatḥah 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

i 

u 

 

 فع ل

 ذ كر

 ي ذهب

Fatḥah 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

fa‘ala 

żukira 

yażhabu 

 

 

E. Vokal Panjang 

1. fathah + alif 

 جاهلـيةّ

2. fathah + ya’ mati  

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ā 

jāhiliyyah 

ā 
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نسى  ت ـ

3. Kasrah + ya’ mati 

 كريـم

4. Dammah + wawu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

tansā 

ī 

karīm 

ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1. fathah + ya’ mati 

 بـينكم

2. fathah + wawu mati  

 قول

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 أأنـتم

عدّتا ُ  

 لئنشكرتـم

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U‘iddat 

La’in syakartum 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al” 

 القرأن

 القياس

Ditulis 

Ditulis 

Al-Qur’ān 

Al-Qiyās 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut 

 السّماء

 الشّمس

ditulis 

ditulis 

As-Samā’ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 ذوىالفروض

 أهل السّـنةّ

ditulis 

ditulis 

Żawi al-furūḍ 

Ahl as-sunnah 
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MOTTO 

ا ٱكۡ  مَّ يبٞ م ِّ لن ِّسَاءِّٓ نصَِّ  وَلِّ
ا ٱكۡتسََبوُا ْۖ مَّ يبٞ م ِّ جَالِّ نَصِّ  بۡنَ تسََ ل ِّلر ِّ

“(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para 

wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.” 

 (QS. An-Nisa’: 32) 
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ABSTRAK 

Setelah terjadi perceraian dalam rumah tangga, harta bersama (harta gono gini) atau harta 

yang diperoleh dalam ikatan perkawinan baik dari pengusahaan suami maupun istri, seringkali 

menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dalam pembagiannya. Siapa yang paling besar 

dalam memperoleh harta tersebut, harta campuran dan harta bawaan. Diantaranya; ketika suami 

bekerja namun istri tidak bekerja (menjadi ibu rumah tangga), ketika suami tidak bekerja namun istri 

bekerja, dan ketika suami bekerja dan istri juga bekerja. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah 

merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun 

pokok permasalahan tersebut adalah: Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Jepara No. 

0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr tentang pembagian harta gono gini? Dan Apakah putusan hakim 

Pengadilan Agama Jepara No. 0877/Pdt.G/PA.Jepr tentang pembagian harta goni gini sesuai dengan 

hukum Islam?. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang 

menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis 

yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, selain itu konsepsi ini 

memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari 

kehidupan masyarakat 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri mendapatkan bagian harta bersama lebih besar 

daripada suami, majelis hakim Pengadilan Agama Jepara dalam membagi harta bersama dengan 

landasan dari rasa keadilan. Dengan memutus 70% untuk istri dan 30% untuk suami. hal ini sesuai 

dengan aturan yang ditetapkan  oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam pasal 229 bahwa hakim harus berkeadilan dalam memutus suatu permasalahan. Dalam hukum 

positif, suami yang berkewajiban memberi nafkah keluarga, namun dalam perkara ini istrilah yang 

mencukupi nafkah keluarga. 

 

Kata kunci: Hukum Islam, Harta Gono Gini, Pengadilan Agama Jepara, Putusan. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الر  حمن الر  حيم

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين وعلى أمور الد نيا والدين, أشهد ان لااله الا الله وحده 

 لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , اللهم صلى على سيد نا محمد.أمابعد 

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada 

Allah SWT. Karena dengan rahmat, hidayah, kemuliaan serta kenikmatan-kenikmatan-

Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINAJAUAN HUKUM 

ISLAM TERHADAP BAGIAN HARTA GONO GINI ISTRI YANG BEKERJA 

(Analisis Putusan No. 0877/Pdt.G/2018/Pa.Jepr)”. Dalam pertimbangan hakim 

Pengadilan Agama Jepara telah memutuskan gugat rekonvensi harta bersama (harta 

gono gini) telah menjatuhkan putusannya berupa membagi kepada istri 70% bagian harta 

bersama dan suami mendapat 30% bagian dari harta bersama. Meskipun dalam pasal 97 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah disebutkan bahwa “Janda atau duda cerai hidup 

masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain 

dalam perjanjian dalam perkawinan”. Penulis tertarik meneliti apakah putusan hakim 

Pengadilan Agama Jepara sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di 

Indonesia. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum terutama yang 

berkaitan dengan harta gono gini. 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang 

revolusioner sejati yang telah membawa dari jaman kegelapan menuju jaman yang 

terang benderang.Skripsi yang penulis susun ini dalam rangka memenuhi tugas akhir 

dari rangkaian proses perkuliahan yang penulis ikuti pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, 

jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah di UIN Walisongo Semarang, dan juga merupakan salah 

satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1). 

Dengan segala upaya dan pikiran penulis telah mengkajinya tetapi karena 

keterbatasan kemampuan keilmuan yang penulis miliki, penulis menyadari dalam 

penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan kali ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, semangat, pemikiran tenaga 

dan waktu, materi dan juga do’a, diantaranya kepada Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. 
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Selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. Selaku Pembimbing 

II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan 

memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini.Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku kajur Jurusan Al-

Akhwal Al-Syakhsiyyah dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah M.S.I. selaku sekjur Jurusan 

Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah yang telah membantu semangat dan doa untuk 

penulis.Bapak Drs. Sugiyanto, M.H. dan Bapak Rofiq Samsul Hidayat, S.H. selaku 

Hakim Pengadilan Agama Jepara yang telah berkenan meluangkan waktu dan 

memberikan pemikirannya. Dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung 

dalam penulisan skripsi ini. 

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan 

meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam 

penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik 

dari berbagai pihak yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat 

dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Awal Al-

Syakhsiyyah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk memahami pengertian nikah dalam Islam, kita harus tahu 

terlebih dahulu arti dasar dari kata “nikah” tersebut. Secara bahasa, nikah 

memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Dari makna bahasa ini, dapat 

diperoleh suatu pengertian dasar dari nikah, yaitu berkumpulnya dua orang 

(laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan pernikahan.1 

Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan perkawinan yang 

tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.2 

Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan perbuatan ibadah yang di 

sunnahkan Allah dan Rasul. Diantaranya firman Allah yang merupakan 

suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang 

terdapat dalam QS. An-Nur ayat 32, yang berbunyi sebagi berikut: 

باَدِّ  نۡ عِّ ينَ مِّ لِّحِّ نكُمۡ وَٱلصََّٰ مَىَٰ مِّ حُوا ٱلۡۡيَََٰ مُ وا  فقُرََآ ن يكَُونُ إِّ مَائِّٓكُمۡۚۡ  وَإِّ كُمۡ وَأنَكِّ ءَ يغُۡنِّهِّ

عٌ عَلِّيمٞ   سِّ ُ وََٰ ن فَضۡلِّهِّۗۦ وَٱللََّّ ُ مِّ  ٣٢ٱللََّّ

 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu dan 

orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu 

yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka 

miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-

Nya”. (Q.S. 24 [An-Nur]: 32) 

 

                                                             
1 Rizem Aizid, Fiqh Keluarga terlengkap, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 43 
2Sajuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 

1974), hlm. 47 
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Hubungan dalam keluarga tidak selalu berjalan dengan harmonis, ada 

kala timbul sebuah konflik yang melahirkan pertengkaran, perdebatan, bahkan 

bisa sampai terjadi kekerasan fisik dan psikis, sehingga mengakibatkan 

terganggunya keharmonisan hubungan suami istri, rumah tangga memang 

tidak selalu menjadi tentram dan damai, terkadang bisa terjadi percekcokan 

bahkan terjadi kesalah pahaman antara suami maupun istri sampai tidak 

mempercayai satu sama lainnya, atau bisa jadi salah satu pihak mengabaikan 

kewajibannya, sehingga terjadilah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah 

yaitu perceraian.Pada waktu atau saat pernikahan dilangsungkan, perjanjian 

telah disepakati oleh kedua pihak dan selain itu perjanjian dapat dibuat 

menyangkut harta bersama (harta gono gini) atau perjanjian lainnya yang di 

sepakati oleh kedua pihak selama tidak melanggar aturan syari’at Islam.3Harta 

bersama (harta gono gini) merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami 

maupun istri setelah terjadinya perkawinan. Setelah putusnya perkawinan 

harta bersama dibagi menurut hukum yang berlaku sebelumnya bagi suami 

istri.4 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85 sampai dengan pasal 

97 disebutkan bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas: 

1. Harta bawaan suami 

2. Harta bawaan istri 

3. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shodaqoh suami 

4. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shodaqoh istri.5 

Salah satu putusan rekonvensi dalam pertimbangan hakim Pengadilan 

Agama Jepara telah memutuskan gugat rekonvensi harta bersama (harta gono 

gini) pada putusan Nomor: 0877/Pdt.G/2018/PA.jepr pada tahun 2018, telah 

                                                             
3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 

41. 
4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2010), 

hlm. 109 
5 Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 

1994), hlm. 104-106 
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menjatuhkan putusannya berupa membagi kepada istri 70% bagian harta 

bersama dan suami mendapat 30% bagian dari harta bersama. Meskipun 

dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah disebutkan bahwa “Janda 

atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama 

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian dalam perkawinan”. 

Permasalahan yang menarik dalam putusan ini adalah putusan hakim 

Pengadilan Agama Jepara No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr. Dengan memutus 

harta gono-gini lebih besar istri dari suami.Hal ini yang menarik perhatian 

penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan hukum islam 

terhadap bagian harta gono gini istri yang bekerja (analisis putusan PA 

jepara no. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi 

pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah: 

1. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Jepara No. 

0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr tentang pembagian harta gono gini? 

2. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Jepara No. 0877/Pdt.G/PA.Jepr 

tentang pembagian harta goni gini sesuai dengan hukum Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui putusan hakim PA Jepara no. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr 

tentang pembagian harta gono gini. 

2. Untuk mengetahui apakah putusan hakim PA Jepara no. 

0877/Pdt.G/2018/PA.Jeprtentang pembagian harta gono gini sesuai 

dengan hukum Islam. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum 

terutama yang berkaitan dengan putusan hakim yang ditinjau dari hukum 

Islam. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-

penelitian sejenis pada masa mendatang. 

 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang 

hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah 

yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan harta gono gini. 

Artikel jurnal yang ditulis M. Beni Kurniawan, yang berjudul 

“Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri 

Dalam Perkawinan”. Kajian putusan nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT. 

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang yuridis normatif dengan 

mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harta 

bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama 

berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan 

adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para 

pihak, dimana pembagian yang adil tidak harus dibagi 50 persen bagi duda 

dan 50 persen bagi istri. Akan tetapi duda bisa mendapatkan bagian yang 

lebih kecil dari janda apabila kontribusinya kurang selama perkawinan dan 

tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Janda bisa 
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mendapatkan bagian yang lebih besar dari duda, jika ia mendapatkan beban 

ganda (double burden) sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga.6 

Artikel jurnal yang ditulis Evi Djuniarti, yang berjudul “Hukum Harta 

Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang Perkawinan Dan KUH 

Perdata”. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang bagaimana harta benda 

bersama ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan dan KUH 

Perdata. Penulis ini menemukan bahwa  menurut ketentuan undang-undang 

perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi 

harta bersama. Secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama 

adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan. Sedang 

kan menurut KUHPerdata berdasarkan Asas maritale macht, maka dalam 

Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata ditentukan bahwa, “Suami 

sendiri harus mengurus (beheren) sendiri harta kekayaan perkawinan, tanpa 

campur tangan istri, suami diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan 

membeban. Kesimpulan dari penelitian yaitu harta benda punyak hak masing-

masing tidak bisa untuk dimiliki, tidak bisa digabung. Semua harta benda 

yang diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum perkawinan dapat 

digunakan bersama utnuk kepentingan bersama dalam rumah tangga.7 

Skripsi yang ditulis Angga Budi Saputra, yang berjudul “Analisis 

Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat 

Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)”. 

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang bagaimana pandangan yuridis 

dan yurisprudensi Islam dalam menyertai pemekaran harta perkawinan yang 

terbagi dalam kasus perceraian dengan nomor perkara: 

0659/Pdt.G/2015/PA.Ska, dan nomor: 0013/Pdt.G/PA.Ska tentang pembagian 

properti perkawinan. Hasil penelitian ini didasarkan pada Undang-undang 

                                                             
6 M. Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami 

Istri Dalam Perkawinan”, jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 11 No. 1, April 2018, 41 

- 53 
7 Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang Perkawinan 

Dan KUH Perdata”, jurnal Penelitian Hukum, Vol. 17 No. 4, Desember 2017, 445 - 461 



 

6 

 

nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 97. Kasus perkawinan 

ini dapat memutuskan masing-masing harta milik suami dan istri juga. 

Properti tersebut dapat berupa aset bergerak dan tidak bergerak, dan/atau 

instrumen yang dapat dinegosiasikan. Properti perkawinan ini diatur dalam 

Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Penjelasan di atas terkait dengan 2 (dua) 

keputusan Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2015. Keputusan pertama 

adalah nomor putusan pengadilan: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska, memutuskan 

properti perkawinan antara Ny. Titik Sugiyati binti Soegiman Gito Raharjo 

(Penggugat) dengan Tuan Drs. Sudjini, S.Sos., M.Si bin Parto Ijoyo 

(Pertahanan). Keputusan kedua adalah nomor putusan pengadilan: 

0013/Pdt.G/2015/PA.Ska memutuskan properti perkawinan antara Ny. Intan 

Pradita binti Suparmo (Penggugat) dengan Bpk. Rusmanto bin Karsam 

(Tergugat).8 

Skripsi Rizki Rahmanda tahun 2018 berjudul, “Analisis Pertimbangan 

Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Harta Gono Gini (Studi Putusan 

No. 47a 

4/Pdt.G/2017/PA.Crp)”. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang 

harta gono gini dalam tinjauan fiqh dan Undang-Undang perkawinan. Penulis 

menyimpulkan bahwa penelitian ini adalah Pertama, Pertimbangan Hakim 

dalam memutuskan perkara Nomor: 474/Pdt.G/2017/PA.Crp adalah Pasal 35 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi 

Hukum Islam. Kedua, Menurut Pandangan para Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Curup, Harta bersama (Gono gini) yang diperoleh selama masa 

perkawinan baik itu menurut Fiqh dan Undang-undang sama.9 

 

F. Metodologi Penelitian 

                                                             
8 Angga Budi Saputro, Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono 

Gini) Akibat Perceraian, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Surakarta: 2017). 
9 Rizki Rahmanda, Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Harta 

Gono Gini, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup (Curup: 2018). 



 

7 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

yaitu sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan 

menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan).10 Dalam hal ini 

penulis mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil dari wawancara 

dan dokumentasi lingkungan Pengadilan Agama Jepara terkait dengan 

pertimbangan hakim tentang pembagian harta gono gini. 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, yaitu 

penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa 

hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan 

oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, selain itu konsepsi ini 

memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, 

tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.11 

2. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek 

dimana data dapat diperoleh. Ada dua macam data yang dipergunakan, 

yakni data primer dan data sekunder. 

a. Data primer 

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.12 Dalam 

hal ini data diperoleh dari dokumen putusan perkara nomor: 

0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara. 

b. Data sekunder 

                                                             
10 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 13 
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 37 
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 141 
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Data sekunder atau bahan sekunder berupa semua publikasi 

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.13 

Penulis menggunakan wawancara dapat menunjang dan mendukung 

data primer. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Drs. 

Sugiyanto, M.H. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H. Yang mana beliau 

adalah hakim di Pengadilan Agama Jepara. Wawancara memang 

bukan merupakan bahan hukum. Akan tetapi dengan adanya 

wawancara penulis dapat menyusun beberapa pertanyaan atau 

mengemukakan isi hukum secara tertulis sehingga yang diwawancarai 

dapat memberikan pendapatnya secara langsung.  

3. Metode Pengumpulan data 

Pengumpulan data tersebut diharapkan dapat memperjelas pokok 

permasalahan dan bahasan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Interview (wawancara)  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

pengumpulan data dengan interview (wawancara) dengan dua hakim, 

yaitu bapak Rofiq Samsul Hidayat, S.H. hakim Pengadilan Agama 

Jepara, wawancara langsung di Pengadilan Agama Jeparak. Dan bapak 

Drs, Sugiyanto, M.H. hakim yang memutus Putusan No. 

0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr dengan menggunakan via online (video 

call), menanyakan apa saja yang diteliti dan pihak yang diwawancarai. 

Dalam hak ini wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh 

keterangan-keterangan yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan implementasi pembagian harta gono gini berdasarkan 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta 

bersama. Dalam hal ini wawancara diajukan kepada hakim Pengadilan 

Agama Jepara tentang pembagian harta gono gini. 

b. Dokumentasi 

                                                             
13 Ibid, hlm. 165 
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Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data mengenai 

hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen, paper dan sebagainya. Pada penelitian ini 

dokumentasi tersebut adalah catatan-catatan penting atau dokumen-

dokumen putusan Pengadilan Agama Jepara mengenai pembagian 

harta gono gini. Selain itu juga dilakukan studi pustaka dengan 

pengumpulan bahan hukum seperti perundang-undangan, jurnal 

ilmiah, artikel-artikel dari internet maupun literature-literatur dari 

internet, maupun bacaan lain yang erat kaitannya dengan 

permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. 

Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, 

agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal 

yang dianggap penting atau ada hubungannya dengan permasalahan 

yang berkaitan dengan pembagian harta gono gini di Pengadilan 

Agama Jepara. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.14 

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data 

kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, mendefinisikan: 

“Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati”.15 

                                                             
14 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), hlm. 

183. 
15 Ibid., hlm. 4. 
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Setelah data-data terkumpul, penulis melakukan pemeriksaan 

ulang untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh baik 

dari wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi. Penelitian ini 

dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga 

mengidentifikasikan berbagai peraturan yang berkaitan dengan harta 

bersama, serta bagaimana implementasi aturan hukum tersebut di 

Pengadilan Agama Jepara. 

Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di 

lapangan, selanjutnya akan dikaji dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan 

secara deskriptif, yaitu menuturkan dan menggambarkan apa adanya 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu implementasi bagian harta 

gono gini istri yang bekerja. Dari hasil tersebut kemudian ditarik 

kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini. 

 

G. Sistematika Penelitian 

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain 

secara globalnya sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang 

penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

Bab kedua berisi tentang harta gono gini dalam hukum Islam dan hukum 

perkawinan di Indonesia meliputi pengertian harta gono gini menurut hukum 

Islam, harta bersama menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, harta gono gini menurut hukum Islam, dan harta gono gini menurut 

peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975. 
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Bab ketiga membahas mengenai putusan Pengadilan Agama Jepara No. 

0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr pembagian harta gono gini. Uraian dalam bab ini 

menjelaskan laporan penelitian dari putusan Pengadilan Agama Jepara. Dari bab 

ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu profil Pengadilan agama Jepara, duduk 

perkara pembagian harta harta gono gini nomor: 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr di 

Pengadilan Agama Jepara, pembuktian perkara No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr 

pembagian harta gono gini, dasar pertimbangan hakim terhadap putusan No. 

0877/Pdt.g/2018/pA.jepr pembagian harta gono gini, ammar putusan Pengadilan 

Agama Jepara No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr, dan pendapat hakim Pengadilan 

Agama Jepara No. 0877/Pdt.G/2018/Pa.Jepr pembagian harta gono gini.  

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap bagian harta gono gini 

istri yang bekerja dalam putusan No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr, bab ini terdiri dua 

sub bab, yaitu analisis pembagian harta gono gini dalam putusan Pengadilan 

Agama Jepara No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr menurut Undang-Undang yang 

berlaku di Indonesiadan sub bab kedua yaitu analisis pembagian harta gono gini 

dalam putusan Pengadialn Agama Jepara No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr 

perspektif hukum Islam di Indonesia. 

Bab kelima penutup. Bab ini merupakan bab penutup yang meliputi 

kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran kepada pihak-pihak 

terkait sebagai masukan yang membangun tatanan hukum yang ada di Indonesia. 
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BAB II 

HARTA GONO GINI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM 

PERKAWINAN DI INDONESIA 

A. Pengertian Harta Gono Gini Menurut Hukum Islam 

Perkawinan merupakan sebuah perkara penyatuan dua insan yang 

disatukan oleh ijab dan qobul. Ketika dua insan sudah disatukan dalam ikatan 

resmi, baik resmi secara Agama dan Negara, maka secara otomatis segala 

sesuatu yang menyangkut dari kedua insan tersebut juga ikut menjadi satu, 

salah satunya ialah harta bawaan yang dibawa oleh calon suami dan calon 

istri. Sebelum menikah mereka membawa hartanya masing-masing namun 

ketika setelah resmi menikah, maka harta tersebut menjadi satu dan menjadi 

harta bersama.16 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia harta bersama atau harta gono 

gini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama 

berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri, sedangkan dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta 

gono gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri. 17 

Jadi yang dapat penulis pahami bahwa kata lain harta bersama atau 

harta gono gini ialah harta yang diperoleh suami istri setelah perkawinan, 

harta suami atau istri sebelum menikah adalah menjadi haknya masing-

masing. Harta suami menjadi haknya suami dan harta istri menjadi haknya 

istri. Seperti halnya hadiah, hibah, atau pemberian dari orang tua masing-

masing. 

Dalam hukum Islam, harta bersama suami maupun istri pada dasarnya 

tidak dikenal, karena hal ini tidak di bicarakan secara khusus dalam kitab fiqh. 

Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individu. Atas dasar ini, 

suami wajib memberi nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala 

                                                             
16 Eti Mul Erowati, Pembagian Harta Bersama Dan Hak Hadlonah Anak Akibat Perceraian, 

(Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), hlm. 32. 
17 Ibid., hlm. 32. 
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kelengkapannya untuk anak dan istrinya dari harta suami sendiri. selanjutnya, 

apabila salah seorang dari suami istri meninggal dunia, maka harta harta 

peninggalannya itu adala harta pribadinya secara penuh yang di bagikan 

kepada ahli warisnya, termasuk istrinya/suaminya. Kendatipun ada hak 

kepemilikan pribadi antara suami istri dalam kehidupan keluarga, tidak 

tertutup kemungkinan ada harta bersama antara suami istri, sebagaimana yang 

berlaku dalam masyarakat Indonesia ini dalam bentuk syirkah (kerja sama) 

anatara suami istri, baik syirkah dalam bentuk harta maupun dalam bentuk 

usaha.18 

Harta perkawinan dalam hukum Islam disebut syirkah, yaitu cara 

penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang 

lain. Al Qur’an dan hadis tidak membicarakan harta bersama secara tegas, 

akan tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan 

sebagai pembahasan harta bersama (harta gono gini), yaitu yang disebut 

syirkah atau syarikah.19 

Perkataan syarikah atau syirkah bersala dari bahasa Arab. Oleh karena 

masalah harta bersama suami-istri ini termasuk perkongsian atau syarikah, 

maka lebih dahulu akan dibahas macam-macam perkongsian menurut para 

ulama yang akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Menurut Mazhab Hanafi 

Syarikah dibagi dua bagian, yaitu syarikahmilik dan syarikah uqud. 

Syarikah milik adalah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap 

sesuatu tanpa adanya akad atau perjanjian. Syarikah uqud adalah 

perkongsian modal, tenaga, dan perkongsian modal tetapi sama-sama 

mendapat kepercayaan orang. 

2. Menurut Mazhab Maliki 

                                                             
18 Akhmad Mujani dan Abdul Aziz Romdhoni, “Kedudukan Harta Dalam Perkawinan 

Berdasarkan Perspektif Islam”, jurnal pendidikan dan Studi Islam, Vol. 5 No. 1, March 2019, 2085-
2487. 

19 Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), hlm. 
14. 
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Syarikah dibagi dalam enam bagian, yaitu syarikah mufawadhah 

(perkongsian tak terbatas) syarikah inaan (perkongsian terbatas), syarikah 

amal (perkongsian tenaga), syarikah dziman (perkongsian kepercayaan), 

syarikah jabar (perkongsian karena turut hadir), dan syarikah 

mudharabah (perkongsian berdua laba). 

3. Menurut Mazhab Syari’i 

Membagi syarikah dalam empat bagian, yaitu syarikah inaan 

(perkongsian terbatas), syarikah abdaan (perkongsian tenaga), syarikah 

mufawadhah (perkongsian tak terbatas) dan syarikah wujuuh (perkongsian 

kepercayaan). 

4. Menurut Mazhab Hambali 

Syarikah dibagi dua, yaitu syafakillah fil mall (perkongsian kekayaan), 

dan syarikah fil uqud (perkongsian berdasarkan perjanjian).20 

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa harta bersama dalam 

Islam dapat dikatakan sebagai syarikah abdaan mufawadhah. Dikatakan 

syarikah abdaan karena kenyataan bahwa pada umumnya suami-istri 

dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang 

berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan 

sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka dan peninggalan untuk 

anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia.21 

Dikatakan syarikah mufawadhah karena perkongsian suami tidak 

terbatas. Apa yang mereka hasilkan dalam masa perkawinan mereka 

termasuk harta bersama, kecuali mereka terima sebagai hibah. 

 

B. Harta Bersama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan 

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengakui dan menerapkan konsep 

                                                             
20 Ibid., hlm. 15. 
21 Ibid, hlm 15. 
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harta bersama, yaitu seluruh harta yang didapatkan selama masa perkawinan 

secara otomatis menjadi harta bersama. pernyataan yang tegas juga membatasi 

harta bersama dengan tidak memasukan kedalamnya harta yang dibawa oleh 

masing-masing suami istri serta yang didapatkan secara khusus seperti 

warisan atau hibah atau hadiah. Dengan demikian menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 bahwa semua harta yang didapatkan selama masa 

perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta yang dibawa oleh masing-

masing suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan dan pendapatan yang 

bersifat khusus seperti warisan dan hibah. Jadi Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 mengakui hak masing-masing suami dan istri untuk mengelola 

harta kepemilikannya masing-masing dan untuk harta bersama dibutuhkan 

persetujuan keduanya untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta 

bersama tersebut. 

Pengakuan dan penerapan konsep harta bersama menurut Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ditegaskan dalam pasal 35 yang 

berbunyi: 

Pasal 35 

(1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 

(2) Harta bersama dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang 

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah 

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” 

Pasal 36 

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas 

persetujuan berdua belah pihak. 

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak 

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta 

bendanya.22 

 

                                                             
22 Ibid, hlm. 23-24. 
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C. Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Al Qur’an, hadis, dan hukum fikih tidak membahas secara rinci 

mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan, melainkan hanya secara 

garis besar saja. Para pakar hukum Islam ketika merumuskan Pasal 85 sampai 

dengan pasal 97 KHI setuju untuk mengambil syarikah abdaan sebagai 

landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami-istri, juga 

melakukan pendekatan syarikah abdaan mufawadhah dengan hukum adat, 

sehingga didapatkan rumusan pengertian harta bersama seperti yang terdapat 

dalam Pasal 1 KHI.Meskipun hukum Islam tidak mengenal percampuran harta 

milik pribadi masing-masing ke dalam harta bersama, kecuali yang dibahas 

dalam hukum tentang syarikah, tetapi dianjurkan adanya saling pengertian 

antara suami-istri dalam mengelola harta milik pribadi, jangan sampai 

merusak hubungan suami-istri. Hukum Islam memperbolehkan dilakukan 

perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan berupa 

penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dan 

apabila terdapat perjanjian dalam perkawinan, maka perjanjian itu adalah sah 

dan harus dilaksanakan.23 

Pada dasarnya menurut hukum Islam, harta suami dan harta istri itu 

terpisah. Jadi, masing-masing mempunyai hak untuk membelanjakan atau 

menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak 

lain. Harta kekayaan yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak 

adalah harta bawaan masing-masing yang ada sebelum dilangsungkan 

pernikahan ataupun harta yang diperoleh masing-masing atas usahanya 

sendiri, termasuk juga harta yang diterima oleh suami atau istri karena hibah, 

warisan atau hadiah setelah mereka menikah.24 

Terjadinya syirkah (percampuran) harta kekayaan suami dan istri itu 

dapat dilaksanakan sebagai berikut: 

                                                             
23 Ibid, hlm. 16. 
24 Ibid, hlm. 16. 
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1. Dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis, atau diucapkan 

sebelum atau setelah berlangsungnya akad nikah, baik untuk hmarta bawaan 

masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi 

bukan atas usaha mereka sendiri atau dari harta pencarian. 

2. Dapat pula ditetapkan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-

undangan bahwa harta yang diperoleh atas usaha suami atau istri atau 

keduanya dalam masa perkawinan yaitu harta pencarian, adalah harta bersama 

atau harta syirkah dari suami istri tersebut. 

3. Di samping dengan cara tersebut, syirkah harta kekayaan suami istri tersebut 

dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami istri itu. Cara 

ini khusus untuk harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. 

Dengan cara diam-diam telah terjadi syirkah, apabila dalam kenyataannya 

mereka bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup bersama.25 

Pasal 1 KHI menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan 

atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-

sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan 

selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama 

siapapun. 

Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya 

harta masing-masing suami dan istri. Terhadap harta masing-masing tersebut, 

KHI menyatakan bahwa tidak ada campuran antara harta suami dan harta istri 

karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai 

sepenuhnya oleh istri. Demikian pula harta suami tetap menjadi hak suami 

dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.  

Pasal 87 KHI menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing 

suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau 

warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak 

tidak menentukan lain. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk 

                                                             
25 Ibid, hlm 16-17. 
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melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, sodaqoh 

atau lainnya. 

Ketentuan dalam KHI menyimpulkan adanya golongan harta asal dan 

harta bersama seperti halnya yang diatur dalam UU Perkawinan. Hal ini dapat 

dilihat pada Pasal 85 yang menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam 

perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-

masing suami dan istri. 

Lebih lanjut Pasal 86 Ayat (2) menegaskan bahwa hak istri tetap 

menjadi hak istri, dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, demikian sebaliknya, 

harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya tidak ada percampuran 

antara harta asal suami dan istri dalam suatu perkawinan, seperti tercermin 

dalam ketentuan Pasal 85 KHI. 

Keberadaan harta asal dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 87 KHI 

sebagai berikut: 

1. Harta bawaan dari masing-masing pihak suami istri dan harta yang diperoleh 

masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan 

masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian 

kawin. 

2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 

hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau 

lainnya.26 

Perselisihan yang terjadi antara suami dan istri tentang keberadaan 

harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan 

Agama. Selanjutnya dalam Pasal 91 KHI menentukan bahwa harta bersama 

dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang 

berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat 

berharga. 

                                                             
26 Ibid, hlm. 18-19. 
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Adapun harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun 

kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah 

satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Suami atau istri tanpa persetujuan 

pihak lainnya. Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak 

diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama.27 

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri 

dibebankan kepada hartanya masing-masing, sedangkan pertanggungjawaban 

terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan 

kepada harta bersama. Tetapi apabila harta bersama tidak mencukupi, maka 

akan dibebankan kepada harta suami, demikian pula apabila harta suami tidak 

mencukupi maka akan dibebankan kepada harta istri sehingga semua 

kewajiban dapat dipenuhi.28 

KHI menganut asas kesamaan kedudukan antara suami dan istri dalam 

perkawinan, seperti halnya UU Perkawinan. Hal ini tercermin pada ketentuan 

dalam Pasal 79 KHIyang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga, 

dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang 

dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan 

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak 

untuk melakukan perbuatan hukum suami dan istri harus menjaga harta 

bersama dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam Pasal  89 KHI 

yang menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, 

harta istri, maupun hartanya sendiri. 

Pasal 90 KHI menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab 

menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Harta gono-

gini merupakan hak bersama yang oleh masing-masing pihak dapat 

dipergunakan, asalkan mendapatakan persetujuan dari pasangannya. 

                                                             
27 Ibid, hlm. 18. 
28 Ibid, hlm. 18. 
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Suami dan istri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta 

bersama tanpa persetujuan pihak lainnya. Perlu ditegaskan bahwa harta 

bersama tidak membedakan asal-usul mengenai siapa pihak yang 

menghasilkannya. Artinya, harta dari siapapun di antara mereka yang 

menghasilkannya atau diatasnamakan siapapun diantara mereka, asalkan harta 

itu diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut termasuk dalam 

harta bersama.29 

D. Harta Gono Gini Menurut Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 

Untuk mengatur pelaksanaan perkawinan, badan legislatif telah 

membentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berhubungan 

dengan perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan 

pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut maka semua 

peraturan hukum yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi tidak berlaku 

lagi. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 24 

ayat (2) berbunyi “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas 

permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat, menentukan nafkah 

yang harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk 

menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, menentukan hal-hal yang perlu 

untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama 

suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang 

yang menjadi hak isteri”.30 Dengan demikian hanya Pengadilan yang berhak 

menentukan dan membagi harta gono gini. 

Salah satu akibat hukum yang timbul oleh perceraian adalah tentang 

pembagian harta bersama, karena sebagaimana diketahui bahwa setiap 

                                                             
29 Ibid, hlm. 19. 
30https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-

tahun-1975#! Diakses pada tanggal 21 November 2020 pukul 23:13. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975
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perkawinan masing-masing pihak suami atau istri mempunyai harta yang 

dibawa dan diperoleh sebelum mereka melakukan perkawinan. Suami istri 

yang telah melakukan perkawinan juga mempunyai harta yang diperoleh 

selama perkawinan disebut dengan harta bersama. suami atau istri mempunyai 

hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut, 

selama untuk kepentingan rumah tangganya dengan persetujuan kedua belah 

pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang salah satu suami atau istri 

mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari 

atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Ibid. 
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEPARA NO. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr 

PEMBAGIAN HARTA GONO GINI ISTRI YANG BEKERJA 

A. Profil Pengadilan Agama Jepara 

1. Sejarah Pengadilan Agama 

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan-

kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, kerajaan 

Islam Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin, Makassar, 

dan selainnya. Wewenang Peradilan Agama pada saat itu meliputi perkara 

perdata, bahkan pidana. Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, 

Peradilan Agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak 

sama. Baik namanya, wewenangnya, maupun strukturnya. Ada beberapa 

sebutan nama Peradilan Agama pada waktu itu seperti: Rapat Ulama, 

Raad Agama, Mahkamah Islam, Mahkamah Syara', Priessteraad, 

Peradilan Paderi, Godsdientige Rechtspark, Godsdietnst Beatme, 

Mohammedansche Godsdienst, Kerapatan Qadi, Hof Voor Islamietische 

Zaaken, Kerapatan Qadi Besar, Mahkamah Islam Tinggi, dan sebagainya. 

Pada tahun 1882, Peradilan Agama yang lahir dengan nama 

Pristerraad (majelis atau pengadilan pendeta). Namun, sebetulnya nama 

tersebut tidak sesuai karena yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama 

bagi orang Islam. Pengadilan/Majelis ini didirikan di setiap tempat di 

mana terdapat Pengadilan Negeri atau landraad. Wewenangnya tidak 

ditentukan secara jelas dalam staatblad 1882 No. 152 yang menjadi dasar 

eksistensinya. Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menentukan 

perkara-perkara yang dipandangnya termasuk ke dalam lingkungan 

kekuasaannya yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan 

pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, sah atau tidaknya anak 

perwalian, kewarisan, hibah, sadaqah, baitul mal, dan wakaf. Dengan 

demikian, secara jelas dapat dikatakatan bahwa yang menjadi inti 
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wewenang Peradilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang 

berhubungan dengan hukum perkawinan dan kewarisan Islam. 

Penentuan lingkungan wewenang yang dilakukan sendiri oleh 

Pengadilan Agama adalah kelanjutan dari praktek peradilan dalam 

masyarakat bumi putera yang beragama Islam sejak zaman pemerintahan 

VOC dan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya. Pembentukan peradilan 

agama dengan Staatsblad 1882 No 152 itu, sesungguhnya adalah 

pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat pada saat itu. 

Dalam perjalanannya yang panjang, peradilan agama tetap eksis 

sebagai peradilan bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia. 

Dalam perjalanannya, meskipun mengalami pasang, surut peradilan agama 

tetap berkembang sesuai situasi dan kondisi pada masanya. Pembangunan 

dan pekembangan peradilan agama di Indonesia, tidak lepas begitu saja 

dari kekuasaan Negara. Hal ini karena memberlakukan peradilan apapun 

tanpa landasan yuridis yang diberikan negara akan menimbulkan 

kekacauan. Dasar negara dan berbagai peraturan perundang-undangan 

yang ada sekarang, cukup akomodatif bagi kemungkinan berkembangnya 

Peradilan Agama Khususnya di negara Indonesia. 

Peraturan yang mengatur tentang Peradilan Agama telah diatur 

pada Pasal 224 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: 

a. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

lain-lain Badan kehakiman menurut Undang-Undang 

b. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan 

Undang-Undang. 

Kemudian Pasal 24 UUD 1945 ini telah jelas dilaksanakan secara 

transparan dengan lahirnya UU No 14 Tahun 1970, L.N 1970-74, 90 

tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 10 

ayat (1) dan (2) dari Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa 
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Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: 

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata 

Usaha Negara. 

Dari keempat lingkungan peradilan tersebut, terdapat persamaan 

dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada: 

a. Kedudukannya sebagai peradilan negara yang sejajar dengan tugas 

menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila (Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 2004). 

b. Susunan organisasinya yang terdiri dari pimpinan (Ketua dan Wakil 

Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita). 

c. Setiap lingkungan Peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, 

dan pengadilan tingkat banding serta seluruhnya berada dibawah 

Mahkamah Agung Republik Indonesia (sistem satu atap). 

Adapun perbedaannya, terdapat pada kewenangan mutlak 

(absolute comptentie) masing-masing badan peradilan. Peradilan Agama, 

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan 

khusus yang berwenang menangani perkara-perkara tertentu atau 

mengenai golongan rakyat tertentu. Sedangkan Peradilan Umum 

merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara perdata umum 

dan perkara pidana bagi rakyat pada umumnya.32 

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Jepara 

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas 

dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada Pasal 49 UU Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Pengadilan Agama, yaitu: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, 

                                                             
32http://pa-jepara.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan, diakses 

pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 13:03. 

http://pa-jepara.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
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Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi 

Syari’ah. 

Dalam hubungannya dengan Pemerintah Daerah, Pengadilan 

Agama mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam 

pasal 52 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 

tahun 1989 dan telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2010 Tentang 

perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989: “Pengadilan dapat 

memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam 

kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya” (Pedoman pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi pengadilan, buku II hal 214 ).33 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jepara 

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 

jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, 

d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) Infaq, h) shadaqah; dan i) ekonomi syari'ah. 

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama 

Jepara mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut : 

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan 

Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan 

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, 

baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun 

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan 

                                                             
33http://pa-jepara.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan, diakses 

pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 15:02. 

http://pa-jepara.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
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pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor No. 3 

Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera 

Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar 

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 

53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan 

terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta 

pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat 

tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, 

apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 3 

Tahun 2006). 

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi 

peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, 

keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ 

VIII/2006). 

Fungsi Lainnya :Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas 

hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, 

Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006). 

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan 

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat 

dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang 
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diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.34 

 

B. Duduk Perkara Pembagian Harta Gono Gini No. 0877/Pdt.G/2018/ 

PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara 

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara 

No.0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr yang mana sebagai objek penelitian penulis. 

Sebelum penulis mengetengahkan kasus tentang pembagian harta gono gini 

sesudah perceraian, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu orang-orang 

yang berada dalam putusan ini adalah: 

Dalam putusan ini, Indra Fatmana (23 tahun) selaku Penggugat, 

menggugat Nur Hadianto (31 tahun) selaku Tergugat. Penggugat telah 

mengajukan surat gugatan tanggal 16 Mei 2018 yang telah terdaftar pada 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr. 

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 

tanggal 29 juni 2012 dihadapkan Kantor Urusan Agama kecamatan Kembang 

kabupaten Jepara provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam buku 

Nikah Nomor: 218/59/VI/2012. Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat 

telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Jane Sheyla Aqilla 

Fannur, lahir di Jepara pada tanggal 28 Januari 2013 dan Nazifa Ghina 

Arsiyfa Fannur, lahir di Jepara pada tanggal 28 Januari 2015.  

   Bahwa sejak tahun 2016, kehidupan rumah tangga antara Penggugat 

dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

dalam rumah tangga.  

   Tergugat dengan tanpa bukti sering menuduh selingkuh Penggugat 

dengan laki-laki lain.Sebagai kepala rumah tangga, Tergugat tidak mau 

                                                             
34 Wawancara dengan Rofiq samsul Hidayat (hakim PA Jepara), pada tanggal 03 Juli 2020, di 

Kantor Pengadilan Agama kelas 1-B Jepara. 
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bertanggung jawab memberi nafkah keluarga (anak dan isteri), karena Tergugat 

menganggap anak-anak yang dilahirkan Penggugat bukan anaknya. Saat 

Penggugat menanyakan Penghasilanya (gaji sebagai anggota Polri), justru 

Tergugat marah-marah dan mengajak bertengkar. Setiap bertengkar Tergugat 

sering melontarkan kata-kata kasar dan sering melakukan kekerasan fisik, dan 

mengucapkan kata-kata Cerai, dan dikatakan juga kalau Penggugat mau 

manceraikan Tergugat, maka Tergugat akan syukuran bersar-besaran. Bahwa 

Terggugat sering melakukan Penghinaan dengan mengatakan kalau Penggugat 

cerai tidak ada orang lagi yang mau dengan Penggugat. Tergugat sering 

mengatakan keberadaan Penggugat dan Tergugat dirumah orang tua Penggugat 

hanya karena anak-anak saja, kalau diluar rumah antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak ada status apa-apa.  

   Bahwa menurut kenyakinan Penggugat, gugatan cerai gugat ini telah 

memenuhi alasan Perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, 

PP No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam.Selama 

menikah mereka mempunyai harta bersama yang belum dibagi dan masih 

dikuasai oleh mantan istri (Tergugat Rekonvensi), adapun harta bersama yang 

dimaksud mantan suami (Pengggugat Rekonvensi) adalah: 

   Lima bidang tanah darat, satu Unit Mobil merk Toyota Inova V 

(Diesel) Manual, satu Unit Mobil merk Honda Civic, satu unit Kendaraan roda 

dua merk Yamaha Nmax, satu Unit Kendaraan roda dua merk Kawasaki KLX, 

Modal usaha yang sekarang dipegang oleh Tergugat Rekonvensi dalam bentuk 

tabungan bersaldo pertanggal 06 Juni 2018 di Rekening Bank BNI No. 

Rekening 344095072 atas nama Indra Fatmana d/a Desa Dermolo, 

RT.01/RW.04, Kec. Kembang, Kab. Jepara sebesar Rp. 939.478.799; 00 

(Sembilan ratus Tiga puluh Sembilan juta Empat ratus Tujuh puluh Delapan 

ribu Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah). Dan hutang Penggugat 

Rekonvensi di Bank BRI sebesar Rp. 90.000.000; (Sembilan puluh juta rupiah). 
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C. Pembuktian Perkara No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr Pembagian Harta 

Gono Gini 

Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan rereplik dan reduplik dan 

selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya, mantan istri (Penggugat 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi) mengajukan alat-alat bukti berupa: 

Fotokopi Kartu TandaPenduduk Penggugat, Fotokopi kutipan Akta 

Nikah dari Kantor Urusan Agama, Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, 

Fotokopi Akte Kelahiran anak Penggugat dan Tergaugat, Fotokopi Aplikasi 

Setoran/Trasnfer, dari Bank Mandiri, Fotokopi Rekening Koran, dari Bank 

BRI, Fotokopi Pernyataan Jual Beli Tanah yang diketahui Petinggi, Fotokopi 

Kwitansi pembelian Tanah pekarangan, Fotokopi Akte Tanah Hak Milik, 

Fotokopi Pernyataan Pemindahan Hak atas Tanah yang diketahui Petinggi, 

Fotokopi Kwitansi pembelian Tanah pekarangan,Fotokopi Surat Keterangan 

Jual Beli Tanah dari Petinggi, Fotokopi Kwitansi pembelian Tanah 

pekarangan, Fotokopi Kwitansi penjualan Tanah pekarangan, Fotokopi Akte 

Tanah Hak Milik, Fotokopi BPKB Mobil Toyota Kijang, Fotokopi BPKB 

Mobil Honda Sivic, Fotokopi BPKB Sepeda Motor Yamaha, Fotokopi 

Rekening Koran, dari Bank BNI, Fotokopi Bukti Tranfer, dari Bank BNI, 

Fotokopi Pernyataan Orangtua Penggugat (Hadi Patemak). 

Bukti berupa saksi jugapenggugat sertakan untuk menguatkan 

gugatannya, Riyati binti Ngasin, setelah mengangkat sumpah memberikan 

keterangan bahwa saksi sebagai ibu Penggugat Konvensi, 

mengetahuiPenggugat Konvensi danTergugat konvensi sebagai suami istri 

dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtuaPenggugat. 

Sejak bulan Juli 2016 antaraPenggugat Konvensi danTergugat 

Konvensisering terjadi pertengkaran yang disebabkan karenaTergugat 

KonvensimenuduhPenggugat Konvensi mempunyai pria idaman lain tidak 

mau mengakui anaknya dan telah pisah tempat tinggal,Tergugat Konvensi 

pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kumpul kembali dan 

keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil. 
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Hadi Patemak bin Suntono, setelah mengangkat sumpah memberikan 

keterangan bahwa saksi sebagai ayah Penggugat Konvensi, mengetahui 

Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai suami istri dan setelah 

menikah keduanya tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat. Bahwa 

sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 

sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Konvensi 

menuduh Penggugat Konvensi mempunyai pria idaman dan tidak mau 

mengakui anaknya. Bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat 

konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal, Tergugat 

Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama.Bahwa sejak pisah tempat 

tinggal tersebut antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak 

pernah kumpul kembali dan keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi 

tidak berhasil. Bahwa Penggugat Konvensi bekerja sebagai pemimpin CV. 

Sami Tomo Putra sejak tahun 2016 dengan modal awal Rp 200.000.000,- dari 

saksi sedangkan Tergugat Konvensi tidak mau menjadi Pengurus. 

Suntani bin Pasto, setelah mengangkat sumpat memberikan keterangan 

bahwa saksi sebagai tukang kebun Penggugat Konvensi, mengetahui 

Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi sebagai suami istri dan setelah 

menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat. Bahwa 

sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 

sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Konvensi 

menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain dan tidak mau mengakui 

anaknya. Bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat Konvensi dan 

Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal, Tergugat Konvensi Pergi 

meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kumpul kembali dan 

keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil. Bahwa 

Penggugat Konvensi bekerja sebagai ditektur CV. Sami Tomo Putra namun 

saksi tidak mengetahui Tergugat ikut menjadi Pengurus CV tersebut.  

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi kemudian 

majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan 
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bukti-buktinya, dan atas keempatan tersebut Tergugatmenyatakan tidak 

mengajukan bukti tertulis tersebut. 

  Majlis hakim telah menimbang, bahwa Majlis hakim telah melakukan 

pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara sebagaimana termuat dalam 

berita acara persidangan perkara ini. Kedua belah pihak menyatakan tidak 

mengajukan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan akhir yang pada 

pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula. Bahwa untuk 

mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang memuat dalam 

berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini. 

 

D. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 

0877/Pdt.g/2018/PA.Jepr Pembagian Harta Gono Gini 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kepada para 

pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR j.o Pasal 82 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil dan telah pula memerintah agar 

perkara ini diselesaikan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 

Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 dan berdasarkan 

laporan mediator Drs. Mahsun tertanggal 21 Juni 2018, mediasi yang 

dilakukan tidak berhasil;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka 

dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa selama perkawinan antara 

Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pernah membeli tanah 

dan kendaraan: Lima bidang tanah darat, satu Unit Kendaraan roda dua merk 

Yamaha Nmax, satu Unit Kendaraan roda dua merk Kawasaki KLX. 

Menimbang, bahwa oleh karena harta sengketa sebagaimana tersebut 

di atas diperoleh selama perkawinan, maka harta-harta tersebut di atas 

ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat 

Rekonvensi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 1 
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tahun 1974, harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara 

Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang 

Nomor: 1 tahun 1974, bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta 

bersama diatur menurut hukum agamanya masing-masing; 

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat 

Rekonvensi keduanya beragama Islam, maka harta bersama antara Penggugat 

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus diselesaikan menurut hukum 

Islam; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik suami 

maupun isrti sama-sama mempunyai hak dari harta bersama yang mereka 

usahakan, hal ini sesuai dengan Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 32: 

ُ بِّهّۦِ بعَۡضَكُمۡ عَلىََٰ  وَلَا  لَ ٱللََّّ ۚۡ  بَ تتَمََنَّوۡا  مَا فَضَّ جَالِّ ل ِّ عۡض  ا ٱكۡتسََ  لر ِّ مَّ يبٞ م ِّ بوُا ْۖ نَصِّ

ا ٱكۡتسََبۡنَۚۡ وَسۡ  مَّ يبٞ م ِّ لن ِّسَاءِّٓ نَصِّ َ   وَلِّ ٓۦۚۡ إِّنَّ ن فَضۡ  مِّ لوُا  ٱللََّّ َ كَانَ بِّكُل ِّ لِّهِّ  شَيۡءٍ عَلِّيمٗا   ٱللََّّ

٣٢ 

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 

Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. 

(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka 

usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka 

usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.  (Q.S. 4 [An-

Nisa’]: 32)35 

 

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang diperoleh oleh 

Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut 

di atas, andil Tergugat Rekonvensi dalam memperoleh harta tersebut lebih 

besar dibandingkan dengan Penggugat Rekonvensi yaitu Tergugat 

Rekonvensi bekerja sebagai Direktur CV. SANITOMO PUTRA sedangkan 

Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Anggota Polisi, maka demi rasa 

                                                             
35 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah Per-kata, (Bandung: Sygma 

2007), hlm. 83. 
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keadilan, majelis Hakim menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan 

Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta tersebut masing-masing untuk 

Penggugat Rekonvensi sebesar 30% dari harta tersebut sedangkan Tergugat 

Rekonvensi 70% dari harta tersebut, halmana sesuai dengan maksud 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 266K/AG/2010 tanggal 20 Juli 

2010; 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 

2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada 

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi; 

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundangan-

undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.  

 

E. Ammar Putusan Pengadilan Agama Jepara No. 

0877/Pdt.G/2018?PA.Jepr 

Dalam Konvensi 

Dalam Eksepsi 

- Menolak eksepsi Tergugat 

Dalam Pokok Perkara 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;  

2. MenjatuhkanTalakSatu BainSughro Tergugat Konvensi(Nur Hadianto 

bin Sunardi) terhadap Penggugat Konvensi(Indra Fatmana binti Hadi 

Patemak);  

Dalam Rekonvensi 

1. Mengabulkan gugatan PenggugatRekonvensi untuk sebagian;  

2. Menetapkan, bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi 

selama pernikahan telah memperoleh harta bersama berupa: lima 
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Sebidang tanah darat, satuUnit Kendaraan roda dua merk Yamaha 

Nmax, satu Unit Kendaraan roda dua merk Kawasaki KLX. 

3. Menetapkan, Penggugat rekonvensi berhak memiliki 30 % dari harta 

bersama sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat rekonvensi berhak 

memiliki 70 % dari harta bersama sebagaimana tersebut di atas; 

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat rekonvensi untuk 

membagi harta bersama sebagaimana pada amar nomor 2 (dua) secara 

natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjualnya 

secara lelang dimuka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-

masing yang berhak menerima dengan perbandingan sebagaimana 

disebut pada amar nomor 3 (tiga). 

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi 

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk 

membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 5.861.000,00,- (lima juta 

delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).36 

 

F. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Jepara terhadap Putusan No. 

0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr Pembagian Harta Gono Gini 

 Dalam wawancara yang dilakukan pada hari jum’at tanggal 03 Juli 

tahun 2020 di Pengadilan Agama Jepara bersama Bapak Hakim bernama 

Rofik Samsul Hidayat, S.H. berumur 40 Tahun memberikan keterangan 

bahwasanya Putusan No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr tersebut menggunakan 

landasan keadilan, jadi dalam rumah tangga itu sama-sama, harta suami 

istri itu sama. Tapi nafkah memang kewajiban suami, utamanya. Seperti 

ketika nafkah anak diatur di KHI nafkah anak ketika pasca perceraian itu 

memang tanggung jawab suami. 

 Putusan tersebut memenuhi nilai kemaslahatan, pengadilan 

berusaha memberi keadilan, seperti yang kita tahu di persidangan. Itulah 

                                                             
36 Putusan Pengadilan Agama No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr. 
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keadilan yang saya berikan. Berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti 

persidangan, bukan fakta di luar persidangan. Pembagian harta gono gini 

perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak terkait. Keadilan 

yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak 

mendiskriminasikan salah satu pihak. Makna keadilan dalam pembagian 

harta gono-gini sangat dalam, jangan diartikan harus dibagi rata satu sama 

lain, namun disesuaikan dengan porsinya masing-masing, disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, dipandang dari segi tugas 

dan wewenag dari seorang suami dan istri selama masa masih berkeluarga 

sudah sesuai dan dilaksanakan dengan baik atau belum. 

 Pembagian harta dengan persentase 50:50 belum tentu sepenuhnya 

dianggap adil dan tidak mutlak, pihak pengadilan dapat memutuskan 

persentase lain dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya atas 

dasar pertimbangan siapa yang membiayai dan mengurus anak, siapa yang 

ternyata mampu membiayai hidup sendiri dan siapa yang paling besar 

penghasilannya.  

 Kebanyakan yang beredar di masyarakat luas, mereka menganggap 

bahwasannya pembagian harta gono-gini harus dibagi rata antara kedua 

belah pihak, misalkan si A dan si B memiliki harat gono-gini sebesar 

1.000.000 rupiah maka harta tersebut harus di bagi masing-masing 

mendapatkan 5.00.000 rupiah. Namun jika masuk ke dalam ranah 

pengadilan maka seorang hakim akan meninjau kembali aspek-aspek yang 

mendasari dalam pembagian harta tersebut, para hakim akan mempelajari 

lebih mendalam dari mana harta tersebut di dapatkan, siapa yang paling 

banyak berperan dalam pengumpulan harta tersebut, para hakim akan 

memutuskan pembagian harta tersebut seadil-adilnya disesuaikan dengan 

fakta yang diungkapkan dalam persidangan.  

Dalam hasil putusan seorang hakim ketika menangani kasus 

pembagian harta gono-gini bisa saja menghasilkan sebuah putusan yang 

berbeda dengan persepsi dari kebanyakan masyarakat, bisa saja seorang 
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perempuan mendapatkan lebih banyak dari pada seorang laki-laki yang 

notabene menjadi tulang punggung keluarga, hal ini memang sangat rancu 

dalam sudut pandang masyarakat awam. Namun hakim memiliki alasan 

tersendiri, mungkin hakim menemukan fakta dalam persidangan yang 

menunjukan bahwasanya selama hubungan berkeluarga, seorang perempuan 

tersebut yang dominan dalam meghidupi keluarga nya, aset-aset tidak 

bergerak yang ada di rumahnya dominan dari pihak perempuan yang 

membelinya.37 

Wawancara yang kedua pada hari selasa tanggal 24 November 2020 

bersama Bapak Drs. Sugiyanto, M.H. selaku Hakim Ketua yang memutus 

perkara putusan No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr memberi alasan kenapa ketua 

majelis hakim yang memutus perkara ini dengan putusan suami mendapat 

bagian 30% dan istri mendapat 70% karena hakim menggunakan 

pertimbangan social justice, dimana istri mempunya penghasilan lebih besar 

dibandingkan suami. Karenaistri dalam perolehan harta itu lebih 

banyakandilnya dan itu menurut hakim sudah adil. Dalam menyelesaikan 

sengketa harta bersama (gono gini) ini majelis hakim merujuk kepada nash-

nash Al-Qur’an, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam sebagai hukum terapan dan hukum positif di Pengadilan Agama. 

Majelis hakim melakukan ijtihad sendiri dalam perkara ini karena hal tersebut 

sangat diperlukan yang mana untuk mencari keadilan sehingga tidak 

merugikan salah satu pihak.38 

Makna keadilan dan kemaslahatan menurut hakim Pengadilan Agama 

Jepara disebutkan dalam pertimbangan ada moral jastis, sosial jastis. Jika 

dipertahankan rumahtangganya akan menjadi semakin tidak nyaman bagi 

Penggugat maupun Tergugat, sehingga manfaatnya kalo diputuskan menjadi 

cerai suami istri mungkin bisa menikah lagi dengan pasangan yang lebih baik. 

                                                             
37 Rofiq Samsul Hidayat, Wawancara, Jepara, 03 Juli 2010. 
38 Sugiyanto, Wawancara, Jepara, 24 November 2020. 
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Dari pada mereka senantiasa berada dalam pertengkaran atau dalam jiwa yang 

tidak tentram. Ada kepastian hukum pasti Tergugat maupun Penggugat 

selama ini sudah pisah tidak jelas statusnya menjadi jelas status janda maupun 

duda, demikian juga yang selama ini hartanya tidak jelas siapa yg punya 

dalam harta itu ketika hakim sudah putuskan, maka menjadi jelas berapa 

bagian dari Penggugat dan berapa bagian yang dari Tergugat yang disitu 70% 

untuk Penggugat dan 30% untuk Tergugat.Kenapa hakim putuskan seperti itu, 

karena istrinya direktur CV. SANITOMO PUTRA, punya perusahaan yg 

menggerakkan atau mengusahakan dari proyek-proyek. Sementara suaminya 

polisi gajinya cuma sedikit. Karena Penggugat dalam perolehan harta itu lebih 

banyak usahanya andilnya lebih banyak, maka diputuskan menjadi 70% untuk 

Penggugat dan 30% untuk Tergugat. Menggunakan pertimbangan sosial jastis 

memang istri yg lebih banyak andilnya dalam memperoleh harta tersebut. 

Kemudian kemanfaatan kepastian hukum ada keadilan secara baik secara 

moral jastis, sosial jastis, legal jastis, itu menurut hakim adil. Dan ternyata 

perkara tersebut tidak banding, berarti dapat diterima, setelah diterima mereka 

sudah dianggap sudah adil, dan keadilannya disitu.39 

 

 

 

  

 

 

BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN HARTA GONO GINI 

ISTRI YANG BEKERJA DALAM PUTUSAN NO. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr 

                                                             
39 Ibid. 
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A. Analisis pembagian harta gono gini dalam putusan Pengadilan Agama 

Jepara No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr Menurut Undang-Undang Yang 

Berlaku Di Indonesia 

Seorang hakim baik yang ada di Pengadilan Agama, sudah semestinya 

mengemban amanah yang sangat besar, karena seorang hakim bukan hanya 

bertanggung jawab memberi keadilan di masyarakat juga bertanggung jawab 

kepada Allah SWT atas putusan yang telah diputus. Seorang hakim harus 

mempunyai dasar hukum yang kuat, agar bisa memberikan suatu putusan 

yang seadil-adilnya, dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam 

yang berlaku di peradilan agama maupun hukum acara perdata yang terkait 

dengan perkara yang sedang ditangani.  

Tidak boleh dilupakan kewajiban hakim yang tercantum dalam pasal 

28 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat. Percantuman kalimat “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam putusan pengadilan 

dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi bahwa karena sumpahnya, dia 

tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada dirinya sendiri dan 

kepada rakyat tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Dalam setiap putusan, seorang hakim akan mengambil berbagai 

pertimbangan dan sudut pandang, tergantung bagaimana konteks yang 

disajikan selama dalam persidangan.  Tentunya hakim tidak akan mengambil 

hanya satu sudut pandang saja dan akan memutuskan dengan seadil-adilnya, 

begitu pula dalam hal perkara pembagian harta gono-gini istri yang bekerja 

dalam putusan. Berikut saya akan menjelaskan dan merincikan analisis 

putusan hakim Pengadilan Agama Jepara No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr. 

Menurut Wirjono Projodikoro, hukum formil (hukum acara perdata) 

adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang 

harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana 

pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya 
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peraturan-peraturan hukum perdata.40 Perkara No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr 

adalah perkara tentang pembagian harta bersama (harta gono gini) yang 

diajukan Penggugat kepada Pengadilan Agama Jepara. 

Unsur yang perlu diperhatikan dalam menegakkan hukum yang selalu 

ada yaitu: kepatian hukum (rechtsicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) 

dan keadilan (gerechttigkeit). Jika hakim hendak memutuskan perkara, maka 

pijakannya harus pada tiga unsur tersebut.41 Pembagian harta bersama (harta 

gono gini) oleh orang Islam harus di selesaikan di Pengadilan Agama yang 

sesuai dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang telah beberapa kali diamandemen. Pembagian harta 

bersama merupakan masalah yang cukup rumit dalam pembagian harta 

masing-masing suami istri ketika terjadi perceraian. Maka hakim harus 

menggunakan tiga unsur diatas. 

Pendapat Aristoteles yang dikutip oleh Hyronimus Rhiti dalam 

bukunya Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme) 

mengatakan bahwa keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang 

menjadi haknya. Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan 

distributif dengan keadilan korektif: Keadilan distributif menurutnya adalah 

keadilan yang berlau dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, 

honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota 

masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan 

sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan 

atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan 

bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut 

Aristoteles.42 

                                                             
40 Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1972), hlm. 

12.  
41 Sudikno Mertokusumo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti), hlm. 2. 
42 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), ctk. 

Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241. 
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Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 37 berbunyi: “bila 

perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya 

masing-masing”.Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 

97, Majelis Hakim mengartian sepanjang harta bersama itu didapat dari usaha 

suami istri secara seimbang sama besar baik dari segi pendapatan atau peran 

dalam rumah tangga sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian 

perkawinan. 

Menurut Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan 

kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus 

disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat 

sendiri.43Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, menjelaskan 

keadilan sebagai Fairness, suatu teori keadilan yang menggeneralisasikan dan 

mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi 

yang lebih tinggi. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan 

pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang 

dinikmati banyak orang. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk 

menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik. 

Sebagai kebijakan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa 

diganggu gugat. Adanya konflik berkepentingan dikarenakan orang-orang 

berbeda pandangan dalam hal bagaimana pembagian keuntungan yang 

dihasilkan kerjasama mereka, sebab demi mengejar tujuan mereka, setiap 

orang memilih bagian yang lebih besar ketimbang bagian yang sedikit.44 

Menurut Aristoteles, keadilan mesti dipahami dalam pengertian 

kesamaan. Berkenaan dengan hal perceraian, harta bersama tersebut harus 

dibagikan secara seimbang antara kedua belah pihak suami istri, dan ketika 

                                                             
43 Juhaya S. Praja, Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam; dan Penerapannya di indonesia, 

(Jakarta: TERAJU, 2002), hlm. 100-106. 
44 John Rawls, A Theory of Justice, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). Cet. I, hlm. 3-5. 
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yang satu meninggal lebih dahulu dari yang lain, maka setengah dari harta 

bersama itu diwariskan kepada yang masih hidup.45 

Menurut Charles Taylor keadilan mempunyai pengertian yang 

berbeda-beda, dalam hal ini apabila terjadi putusannya perkawinan, baik 

karena cerai atas gugatan pihak laki-laki maupun pihak perempuan, maka 

harta itu harus dibagi bersama. namun hal ini Majlis hakim berpendapatan 

bahwa putusan tersebut merupakan sebuah keadilan. Putusan dapat 

dilaksanakan ketika putusan hakim sudah mempunyai kepastian hukum. Lain 

halnya dengan putusnya hubungan karena kematian, hal itu sudah memiliki 

keputusan yang kuat.46 

Berkaitan dengan pembagian harta bersama (harta gono gini) dalam 

hukum materil terdapat pada Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dalam Pasal 35 dan Pasal 37, Pasal 35 yang berbunyi “Harta 

benda yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada saat 

ikatan perkawinan berlangsung termasuk harta bersama”. Pasal 37 yang 

berbunyi “Perkawinan hanya disebutkan bahwa, bila perkawinan putus karena 

perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.  

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan mengenai 

pembagian harta bersama dalam Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 97. Pasal 86 

berbunyi: (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan 

harta isteri karena perkawinan, (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan 

dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami 

dan dikuasai penuh olehnya. Dalam Pasal 87 berbunyi: (1) Harta bawaan dari 

masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing 

sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, 

sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) 

                                                             
45 Dobby S. Trana dan Ismatu Ropi, Pranata Islam di Indonesia; Pergulatan Sosial, Politik, 

Hukum dan Pendidikan, (Ciputat: Logos, 2002), hlm. 78-82. 
46 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan agama dan 

Zakat, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cet. I, hlm. 37. 
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Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 

hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. 

Dan dalam Pasal 97 berbunyi: Janda dan duda cerai hidup masing-masing 

berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam 

perjanjian perkawinan. 

Menurut penulis, mengenai putusan hakim menetapkan Penggugat 

Rekonvensi (suami) berhak memiliki 30% dari harta bersama sebagaimana 

tersebut di atas dan Tergugat Rekonvesi (istri) berhak memiliki 70% dari harta 

bersama sebagaimana tersebut di atas. Hakim dalam putusan tersebut 

menggunakan pertimbangan Pasal 229 KHI yang berbunyi: “Hakim dalam 

menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”. Hakim 

memutuskan sesuai dengan keadilan distributif, dikarenakan dalam 

pendapatan harta bersama lebih banyak istri dibandingkan suami. Majelis 

hakim hanya memutus atau menetapakan perkara tersebut berdasarkan fakta 

di Pengadilan dan bukti-bukti. Kemudian mengenai Undang-Undang 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 dan Pasal 37 tidak menerangkan 

mengenai hal tersebut. Dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 dan 

87 juga tidak menerangkan hal tersebut. Majelis hakim dalam menentukan 

putusan untuk mempertimbangkan rasa keadilan dapat melakukan kontra 

legem atau ijtihad dalam menentukan hukum. 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia harta bersama atau harta gono 

gini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama 

berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri, sedangkan dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta 

gono gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri. 47 

                                                             
47 Eti Mul Erowati, Pembagian Harta Bersama, 32. 
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Dalam putusan perkara No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr, Majelis hakim 

telah berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian harta gono gini. 

Dimana istri mendapatkan 70% harta gono gini. Sedangkan suami hanya 

mendapatkan 30% harta gono gini. Meskipun suami tidak mempunyai andil 

terhadap perolehan harta gono gini tetapi masih mendapat bagian 30% dari 

harta gono gini dengan pertimbangan karena suami sebagai kepala rumah 

tangga telah mengayomi keluarga antara lain memberikan izin istri untuk 

bekerja. Karena istri lebih dominan dalam berkontribusi mengumpulkan harta 

gono gini. Sehingga tidak mungkin apabila suami tidak ikut andil dalam 

keluarga tersebut. 

Berdasarkan kasus di atas penulis menganalisis putusan tersebut 

tentang pembagian harta bersama yang belum dibagi dan masih dalam 

kekuasaan mantan istri. Putusan ini, menurut penulis sudah sesuai dengan tiga 

unsur yang telah dijelaskan sebelmnya. Secara kepastian hukum, dasar hukum 

yang digunakan dalam memberikan penyelesaian pembagian harta bersama 

hanya berdasarkan kepada kenyataan kemaslahatan. Dimana ditemukan fakta 

persidangan peran dalam mencari nafkah dalam rumah tangga ketika 

Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan itu lebih banyak 

Tergugat Rekonvensi (istri) daripada Penggugat Rekonvensi (suami). Padahal 

seorang suami harus memberi nafkah kepada keluarga (istri dan anak) dan 

istri hanya membantu dalam mengurus kebutuhan rumah tangga.  

Berdasarkan Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan 

bahwa suami istri mempunyai kewajiban yang sama dalam menegakkan 

rumah tangga. Keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik 

dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama 

dalam masyarakat dimana suami sebagai kepala rumah tangga dan istri 

sebagai ibu rumah tangga.  

Melihat dan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Jepara No. 

0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr hakim memutuskan dengan secara adil. Menurut 

penulis, kasus tersebut bisa dianalisis dengan teori Aristoteles dan John Rawls 
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yang dipakai yaitu keadilan distributif atau asas keseimbangan yang dijadikan 

rujukan bagi Majelis hakim dalam perkara pembagian harta bersama akibat 

perceraian. Hakim Pengadilan Agama Jepara telah lebih dewasa mempunyai 

keberanian tidak mau menjadi corong Undang-Undang. Rasa keadilan 

dikedepankan dan kepastian hukum juga tidak akan diabaikan. Sadar akan 

dirinya yang memiliki tanggung jawab besar kepada sang pencipta Allah 

SWT. 

Unsur keadilan hukum dalam putusan dijelaskan oleh hakim PA 

Jepara. Bapak Rofik Samsul Hidayat, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama 

Jepara, melalui wawancara dengan penulis, memberi keterangan bahwasanya 

Putusan No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr menggunakan landasan keadilan dan 

memenuhi nilai kemaslahatan. Pengadilan berusaha memberi keadilan seperti 

yang diketahui dalam persidangan berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti 

persidangan, bukan fakta di luar persidangan. Pembagian harta gono gini 

perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak terkait. Makna 

keadilan dalam pembagian harta gono gini sangatlah dalam, jangan diartikan 

harus dibagi rata satu sama lain. Namun disesuaikan dengan porsinya masing-

masing, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, 

dipandang dari segi tugas dan wewenang dari seorang suami dan istri selama 

masa masih berkeluarga sudah sesuai dan dilaksanakan dengan baik atau 

belum. Para hakim akan memutuskan pembagian harta tersebut seadil-adilnya 

disesuaikan dengan fakta yang diungkapkan dalam persidangan.48 

Wawancara yang kedua pada hari selasa tanggal 24 November 2020 

bersama Bapak Drs. Sugiyanto, M.H. selaku Hakim Ketua yang memutus 

perkara putusan No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr memberi alasan kenapa ketua 

majelis hakim yang memutus perkara ini dengan putusan suami mendapat 

bagian 30% dan istri mendapat 70%. Hal ini dilakukan karena hakim 

menggunakan pertimbangan social justice, dimana istri mempunyai 

penghasilan lebih besar dibandingkan suami. Karena istri dalam perolehan 

                                                             
48 Rofiq Samsul Hidayat, Wawancara, Jepara, 03 Juli 2020. 
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harta itu lebih banyakandilnya dan itu menurut hakim sudah adil. Dalam 

menyelesaikan sengketa harta bersama (gono gini) ini Najekis hakim merujuk 

kepada nash-nash Al-Qur’an, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan dan hukum positif di 

Pengadilan Agama. Majelis hakim melakukan ijtihad sendiri dalam perkara 

ini karena hal tersebut sangat diperlukan yang mana untuk mencari keadilan 

sehingga tidak merugikan salah satu pihak.49 

Pada dasarnya, keadilan Majelis hakim dalam memutus perkara 

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam KHI yang mana disebutkan 

Pasal 97 bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua 

dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian 

perkawinan. Namun keadilan disini bisa dipahami dengan keadilan distributif, 

yang mana hakim memutus sesuai dengan usaha yang dikeluarkan Penggugat 

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menghasilkan harta untuk 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sehingga Majelis hakim berijtihad sendiri 

untuk mencari keadilan dalam membagi harta bersama (harta gono gini). 

 

B. Analisis pembagian harta gono gini dalam putusan Pengadilan Agama 

Jepara No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr perspektif hukum Islam 

Perkawinan merupakan sebuah perkara penyatuan dua insan yang 

disatukan oleh ijab dan qobul. Ketika dua insan sudah disatukan dalam ikatan 

resmi, baik resmi secara agama dan Negara, maka secara otomatis segala 

sesuatu yang menyangkut dari kedua insan tersebut juga ikut menjadi satu, 

salah satunya ialah harta bawaan yang di bawa oleh calon suami dan calon 

istri. Sebelum menikah mereka membawa hartanya masing-masing namun 

ketika setelah resmi menikah, maka harta tersebut menjadi satu dan menjadi 

harta bersama.  

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia harta bersama atau harta gono 

gini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama 

                                                             
49 Sugiyanto, Wawancara, 24 November 2020.  
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berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri, sedangkan dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta 

gono gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.50Jadi dengan 

kata lain harta bersama atau harta gono gini ialah harta yang diperoleh suami 

istri setelah perkawinan, harta suami atau istri sebelum menikah adalah 

menjadi haknya masing-masing. Harta suami menjadi haknya suami dan harta 

istri menjadi haknya istri. Seperti halnya hadiah, hibah, atau pemberian dari 

orang tua masing-masing. 

Harta perkawinan dalam hukum Islam disebut syirkah, yaitu cara 

penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang 

lain. Al Qur’an dan hadis tidak membicarakan harta bersama secara tegas, 

akan tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan 

sebagai pembahasan harta bersama (harta gono gini), yaitu yang disebut 

syirkah atau syarikah. Perkataan syarikah atau syirkah berasal dari bahasa 

Arab. Oleh karena masalah harta bersama suami-istri ini termasuk 

perkongsian atau syarikah, maka lebih dahulu akan dibahas macam-macam 

perkongsian menurut para ulama yang akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Menurut Mazhab Hanafi 

Syarikah dibagi dua bagian, yaitu syarikahmilik dan syarikah uqud. 

Syarikah milik adalah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap 

sesuatu tanpa adanya akad atau perjanjian. Syarikah uqud adalah 

perkongsian modal, tenaga, dan perkongsian modal tetapi sama-sama 

mendapat kepercayaan orang. 

2. Menurut Mazhab Maliki 

Syarikah dibagi dalam enam bagian, yaitu syarikah mufawadhah 

(perkongsian tak terbatas) syarikah inaan (perkongsian terbatas), syarikah 

amal (perkongsian tenaga), syarikah dziman (perkongsian kepercayaan), 

syarikah jabar (perkongsian karena turut hadir), dan syarikah 

mudharabah (perkongsian berdua laba). 

                                                             
50 Ibid, hlm. 32 
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3. Menurut Mazhab Syari’i 

Membagi syarikah dalam empat bagian, yaitu syarikah inaan 

(perkongsian terbatas), syarikah abdaan (perkongsian tenaga), syarikah 

mufawadhah (perkongsian tak terbatas) dan syarikah wujuuh (perkongsian 

kepercayaan). 

4. Menurut Mazhab Hambali 

Syarikah dibagi dua, yaitu syafakillah fil mall (perkongsian kekayaan), 

dan syarikah fil uqud (perkongsian berdasarkan perjanjian).51 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa harta bersama dalam 

Islam dapat dikatakan sebagai syarikah abdaan mufawadhah. Dikatakan 

syarikah abdaan karena kenyataan bahwa pada umumnya suami-istri dalam 

masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk 

mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan 

untuk masa tua mereka dan peninggalan untuk anak-anak mereka sesudah 

mereka meninggal dunia. 

Dikatakan syarikah mufawadhah karena perkongsian suami tidak 

terbatas. Apa yang mereka hasilkan dalam masa perkawinan mereka termasuk 

harta bersama, kecuali mereka terima sebagai hibah. Dalam hukum Islam 

harta bersama (harta gono gini) itu tidak ada. Yang ada adalah harta masing-

masing, dan masing-masing suami istri bebas menggunakan atau 

membelanjakan hartanya.  

Pembagian harta bersama dalam putusan No. 

0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr dengan pembagian 70% untuk istri (penggugat) dan 

30% untuk suami (tergugat). Tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam 

ketentuan KHI, dimana dalam KHI pasal 97 disebutkan bahwa janda atau 

duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dalam harta bersama. 

Mekipun demikian, terdapat dua pendapat tentang harta bersama menurut 
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hukum Islam. Pendapat pertama, jika harta bersama tersebut merupakan 

syirkah sepanjang ada kerjasama antara keduanya maka harta tersebut 

dinamakan harta bersama, dan jika terjadi perceraian baik cerai mati 

maupun cerai hidup, harta bersama itu harus dibagi secara berimbang. 

Berimbang di sini dimaksudkan ialah sejauh mana masing-masing pihak 

memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu 

dahulunya. Menurut pendapat inilah yang dijadikan dasar landasan hukum 

majlis hakim Pengadilan Agama Jepara dalam mengenai perkara No. 

0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr tentang penyelesaian sengketa harta bersama 

setelah terjadinya perceraian.  

Pendapat yang kedua, harta yang diperoleh selama perkawinan disebut 

harta bersama, tanpa mempersoalkan suami atau istri yang membeli, terdaftar 

atas nama suami atau istri, dan dimana letak harta bersama tersebut. Maka 

apabila terjadi perceraian harta dibagi dua sebagaimana tertera dalam Pasal 97 

KHI. Jadi putusan hakim Pengadilan Agama Jepara tentang sengketa 

pembagian harta bersama tersebut mempersulit ruang lingkup dengan apa 

yang dimaksud dengan pengertian harta bersama menurut pendapat ini.  

Menurut penulis putusan hakim dalam perkara No. 

0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr sudah sesuai dan sejalan dengan hukum Islam, di 

dalam syari’at Islam kedudukan hakim ditempatkan sebagai jabatan yang 

sangat mulia, kepadanya diberikan kebebasan untuk berijtihad yaitu usaha 

pikiran secara maksimal untuk menemukan kebenaran dari sumbernya 

maupun cara penerapan hukum secara tepat, sebab tanggung jawab hakim 

dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah sangat besar, baik di 

Pengadilan Agama maupun di Pengadilan lain yang ada di Indonesia. 

Meskipun pada dasarnya Negara Indonesia merupakan Negara yang sangat 

mengutamakan jalur formil perundang-undangan, sehingga secara teoritis 

kehidupan hukum dalam Negara Hukum RI, menganut Statuse Law, akan 
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tetapi hakim juga berhak menafsirkan dan berijtihad dalam memutuskan 

perkara.Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nahl ayat 90: 

نِّ وَإِّيتاَيِٕٓ  حۡسََٰ َ يأَۡمُرُ بِّٱلۡعَدۡلِّ وَٱلِّۡۡ ٱلۡمُنكَرِّ ىَٰ عَنِّ ٱلۡفَحۡشَاءِّٓ وَ بىََٰ وَينَۡهَ لۡقرُۡ ي ٱذِّ ۞إِّنَّ ٱللََّّ

ظُكُمۡ لعََلَّكُمۡ تذَكََّرُونَ    ٩٠وَٱلۡبغَۡيِّۚۡ يعَِّ

”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S. 16 [An-Nahl]: 

90)52 

 

Dari macam-macam syirkahserta adanya perbedaan pendapat 

dikalangan Ulama dan melihat praktek gono gini dalam masyarakat 

Indonesia dapat disimpulkan bahwa harta bersama (gono gini) termasuk 

dalam syirkah abdan, dikatakan syirkah abdan karena dalam kenyataannya 

sebagian besar suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja 

membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga 

sehari-hari atau jika hanya suami yang bekerja sedangkan istri sebagai ibu 

rumah tangga tetap istri memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan dan 

kelangsungan keluarga seperti mengurusi urusan rumah tangga, 

memelihara, dan mendidik anak-anak, bahkan berbelanja menyediakan 

makanan dan minuman ketika suami bekerja maka dengan hal ini suami 

telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi 

kelancaran pekerjaannya sehari-hari yang secara tidak langsung 

mempengaruhi juga pada jumlah harta yang diperoleh. 

Pada dasarnya para Ulama tidak menentukan secara pasti tentang 

pembagian harta benda syirkahantara suami istri, ketika suami istri itu 

bubar. Dengan demikian berdasarkan dalil di atas penulis berpendapat 

dalam putusan No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr istri mendapat 70% dan 

                                                             
52 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an Terjemah Per-kata, (Bandung: Sygma, 

2007), hlm. 277. 
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suami mendapat 30% sudah sesuai dengan hukum Islam di Indonesia 

karena pada dasarnya pembagian harta bersama (gono gini) berdasarkan 

pada musyawarah dan kesepakatan antara suami istri dan boleh juga 

pembagian dengan nisbah (persentase) dimana istri dalam putusan tersebut 

mempunyai penghasilan lebih banyak dari suami. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah menguraikan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap bagian harta 

gono gini istri yang bekerja serta implementasinya dalam putusan No. 

0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara, penulis memperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hakim dalam tinjauan hukum Islam terhadap bagian harta 

gono gini istri yang bekerja adalah majelis hakim Pengadilan Agama 

Jepara dalam membagi harta gono gini dengan berlandasan dari rasa 

keadilan. Hakim memutus perkara No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr ini 

persidangan istri yang lebih aktif dalam mengahasilkan harta gono gini. 

Namun tetap menggunakan hukum Islam yang ada dalam KHI pasal 97 

dikatakan “janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapatkan 

seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam 

perjanjian perkawinan”. Sedangkan hakim berpendapat lain karena 

melihat Penggugat dan Tergugat tidak sesuai. Penggugat Rekonvensi 

sebagai Anggota Polisi sedangkan Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur 

CV. SANITOMO PUTRA yang dilihat penghasilannya lebih banyak 

Tergugat Rekonvensi dari pada Penggugat Rekonvensi. Pandangan 

Kompilasi Hukum Islam secara umum membagi pembagian harta bersama 

adalah separuh untuk masing-masing pihak (KHI pasal 97). Artinya hal 

tersebut berdasarkan pada standar normal yakni suami yang seharusnya 

mencukupi kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan, tempat tinggal 

maupun kebutuhan rumah tangga lainnya dengan dibantu istri yang 

mengurusi rumah tangga. Majelis hakim dalam memutus perkara tersebut 

tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif. Namun keadilan 

disini bisa dipahami dengan keadilan distributif, yang mana hakim 

memutus sesuai dengan usaha yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi 
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dan Tergugat Rekonvensi dalam menghasilkan harta untuk pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. Sehingga Majelis hakim berijtihad sendiri untuk 

mencari keadilan dalam membagi harta bersama (harta gono gini). 

2. Putusan hakim dalam perkara No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr sudah 

sesuai dan sejalan dengan hukum Islam, di dalam syari’at Islam 

kedudukan hakim ditempatkan sebagai jabatan yang sangat mulia, 

kepadanya diberikan kebebasan untuk berijtihad yaitu usaha pikiran 

secara maksimal untuk menemukan kebenaran dari sumbernya maupun 

cara penerapan hukum secara tepat, sebab tanggung jawab hakim dalam 

menegakkan hukum dan keadilan adalah sangat besar, baik di 

Pengadilan Agama maupun di Pengadilan lain yang ada di Indonesia. 

Meskipun pada dasarnya Negara Indonesia merupakan Negara yang 

sangat mengutamakan jalur formil perundang-undangan, sehingga 

secara teoritis kehidupan hukum dalam Negara Hukum RI, menganut 

Statuse Law, akan tetapi hakim juga berhak menafsirkan dan berijtihad 

dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu, penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa putusan hakim dalam perkara No. 

0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr. Sudah benar dan sudah memenuhi rasa 

keadilan, meskipun tidak sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Pasal 97. Karena tujuan dari hukum adalah 

keadilan dan keadilan itu sendiri adalah segala-galanya. Dengan 

demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi dua sama 

rata suami istri, pembagian harta bersama sudah seharusnya dilakukan 

secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidak adilan antara mana 

yang merupakan hak suami dan mana yang seharusnya menjadi hak 

istri. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan penelitian di atas. Penulis mempunyai saran terhadap  

perkembangan hukum formil dan hukum materiil di Indonesia. Diantaranya 

yaitu: 



 

53 

 

1. Bagi para pihak sebaiknya mengutamakan penyelesaian mengenai perkara 

bersama secara musyawarah untuk mufakat, karena hal tersebut lebih 

menghasilkan keputusan yang bersifat win win solution dan lebih 

menguntungkan bagi kedua belah pihak berperkara. 

2. Dalam memutuskan bagian harta gono gini, disarankan Hakim pengadilan 

Agama Jepara mengutamakan keadilan distributif dan haus dicermati 

dalam menilai dan menafsirkan Undang-undang yang dijadikan pijakan 

hukum dalam menangani perkara dengan menyesuaikan perkara saat 

mengambil keputusan. 

 

C. Penutup  

 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang memberikan rahmat hidayah serta 

inayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna 

memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata satu. Dengan rendah 

hati penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, masih banyak 

kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan kemampuan pengetahuan 

penulis. Maka dari itu segala kritik, saran serta arahan demi kebaikan skripsi 

ini. Dalam akhir kata penulis berharap semoga pada penyusunan skripsi ini 

semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak yang membutuhkan. Aamiin. 
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